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PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG

TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN

KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a.

bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengawasan intern
atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian
Kelautan dan Perikanan yang semakin dinamis perlu
dilakukan pengawasan intern yang lebih efektif di
lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

bahwa untuk mewujudkan pengawasan intern yang lebih
efektif sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai
dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah, perlu disusun tata kelola pengawasan
intern yang baik dengan mengacu kepada Standar Audit
Intern Pemerintah Indonesia, Kode Etik Auditor Intern
Pemerintah Indonesia, Pedoman Telaah Sejawat Auditor
Intern Pemerintah Indonesia, dan pedoman lain yang
diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah
Indonesia, serta praktik profesi audit intern yang berlaku

secara internasional,
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Mengingat

bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
29/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Pengawasan
Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan
kebutuhan pengawasan intern atas penyelenggaraan
tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan
sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan

Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 111)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
48 /PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);



Menetapkan
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit,
reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi
organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang
memadai bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai
dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif
dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Nilai Tambah adalah kegiatan audit menambah nilai
organisasi (auditi) dan pemangku  kepentingan
(stakeholders) memberikan jaminan objektif dan relevan,
dan berkontribusi terhadap efektivitas dan efisiensi
proses tata kelola, manajemen risiko, dan proses
pengendalian.

Manajemen Risiko adalah sebuah proses untuk
mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan
peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan
keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan
organisasi.

Pengendalian adalah tindakan apapun yang diambil oleh
manajemen dan/atau pihak lain untuk mengelola risiko
dan memberikan masukan yang dapat meningkatkan
kemungkinan bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai.
Manajemen merencanakan, mengatur, dan mengarahkan
pelaksanaan tindakan yang memadai untuk memberikan
keyakinan memadai bahwa tujuan dan sasaran akan

dicapai.
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10.

11.

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral
pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus
menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset
negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan.

Tata Kelola adalah kombinasi proses dan struktur yang
dilaksanakan oleh manajemen untuk menginformasikan,
mengarahkan, mengelola, dan memantau kegiatan
organisasi menuju pencapaian tujuannya.

Piagam Pengawasan Intern adalah dokumen yang
menyatakan penegasan komitmen dari Menteri Kelautan
dan Perikanan terhadap arti pentingnya fungsi
Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Kelautan
dan Perikanan.

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan
evaluasi bukti yang dilakukan secara independen,
objektif, dan profesional berdasarkan standar Audit,
untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas,
efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi
pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Reviu adalah penelaahan wulang bukti-bukti suatu
kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut
telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar,
rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan
hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar,
rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan
menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam
mencapai tujuan.

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu
program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan.
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Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal yang
melaksanakan fungsi pengawasan intern di Kementerian
Kelautan dan Perikanan.

Auditor adalah pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Auditi adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan,
program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai objek
penugasan pengawasan intern oleh Auditor atau APIP.
Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pejabat
Pimpinan Tinggi Non-PNS, Staf Khusus Non-PNS,
Penasihat Menteri, Juru Bicara Menteri yang diserahi
tugas dalam suatu jabatan, atau tenaga kontrak yang
diserahi tugas pemerintahan di lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan, termasuk PNS, PPPK, atau
tenaga kontrak yang diserahi tugas pemerintahan di
lingkungan satuan kerja dekonsentrasi dan tugas
pembantuan bidang kelautan dan perikanan.

Komite Audit adalah komite pengawasan independen
(oversight committee) yang dibentuk oleh Menteri
Kelautan dan Perikanan untuk memberikan saran-saran
strategis terkait Pengawasan Intern, pelaporan keuangan,
dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan dan pengawasan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan.

Satuan Tugas SPIP yang selanjutnya disingkat Satgas
SPIP adalah sekelompok Pegawai yang mempunyai tugas
dan tanggung jawab untuk mengorganisasikan
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pemerintah
di tingkat kementerian dan/atau di tingkat unit kerja
eselon I.

Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang
selanjutnya disebut Tim SPIP adalah sekolompok Pegawai
yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk

mengorganisasikan penyelenggaraan Sistem



